
antara ...

, pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Persetujuanc.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

b. bahwa pengesahan Persetujuan eliperlukan sebagai dasar
untuk pembentukan kantor perwakilan OECD di Indonesia

dalarn upaya meningkatkan koordinasi dan kerja sarna

teknik antara Pernerintah Republik Indonesia dengan OECD;

a. bahwa eli St. Petersburg, Rusia pada tanggal 5 September

2013, Pemerintah Republik Indonesia dan the Organisation

for the Economic Co-Operation and Development (OECD) telah

menandatangani Persetujuan an tara Pemerintah Republik
Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan

Pembangunan (OECD) tentang Penctirian Kantor Perwakilan

OECD di Indonesia (Agreement between the Government of
the Republic of Indonesia and the Organisation for the

Economic Co-operation and Development (OECD) on the

Establishment of the OECD Country Office in Indonesia);
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Pasall...

PENGESAHANPERSETUJUANANTARAPEMERINTAHREPUBLIK

INDONESIA DAN ORGANlSASIKERJA SAMAEKONOMI DAN
PEMBANGUNAN (OECD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR

PERWAKILANOECD DI INDONESIA (AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE

ORGANISATION FOR THE ECONOMIC CO-OPERATION AND

DEVELOPMENT (OECD)ON THE ESTABLISHMENT OF THE OECD

~O.UNTRYOFFICEIN INDONESZ_

MEMUTUSKAN:

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

lntemasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara ~epublik

Indonesia Nomor 4012);

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Organisasi Kerja

Sarna Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tentang Pendirian

Kantor Perwakilan OECD di Indonesia (Agreement between

the Government of the Republic of Indonesia and the

Organisation for the Economic Co-operation and Development

(OECD) on the Establishment of the OECD Country Office in

Indonesia) dengan Peraturan Presiden;
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..

Agar...

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa13

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan

dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Perancis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah

naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 2

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Organisasi Kerja Sarna Ekonomi dan

Pembangunan (OECD) tentang Pendirian Kantor Perwakilan

OECD di Indonesia (Agreement between the Government of the

Republic of Indonesia and the Organisation for the Economic Co­

operation and Development (OECD)on the Establishment of the

OECD Country Office in Indonesia), yang telah ditandatangani

pada tanggal 5 September 2013 di St. Petersburg, Rusia, dan

naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan

Bahasa Perancis sebagaimana terlampir, yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal1
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARlA T KABINET RI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 371

Diundangkan eli Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2014

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Desember 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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